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Hukum Acara Perdata :

Pihak yang dikalahkan dalam putusen Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan, tidak berwenang untuk mohon kepada Pengadilan Negeri agar
putusan P4 tersebut dinyatakan batal atau dinyatakan tidak dapat dilaksana-
kan. Selain itu menurut pasal 10 Undang-undang No. 2 tahun 1957 Pengadil-
an Negeri hanya diberi wewenang untuk menyatakan putitsan P4 yang ber-
sangkutan dapat dijalankan. ' ‘

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-1-1980 No. 592 K/Sip/1973

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam
perkara :

1. Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Tenaga Kerja Republik

Indonesia gg Panitia Penyelesaian Perselisthan Perburthan Daerah Kalimantan

Sefqtan di Banjar Baru ;

2. Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Muslimin Indonesia {Sarbumusi)

Kalimantan Selatan, Jalan Pangeran Samudera No. 94 Banjarmasin, peng-

gugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat/pembanding ;
melawan

[.R. Alimsyah, yang bertindak selaku Pimpinan C.V. Telaga Mas (d/h C.V.

Pclita Mas}, berkedudukan di Banjarmasin, Jalan Pasar Baru No. 102 A,

tergugat dalam kasasi dahulu penggugat/terbanding ;

. Mahkamah Agung tersebut ;
Metihat surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang ter-
gugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-

penggugat untuk kasasi sebagal tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri
Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sejak mulai bulan Maret 1968 penggugat-asli pernah menerima tenaga
pekerja buruh harian lepas dalam rangka melaksanakan usaha penggugat-asli sebagai
kontraktor dari United Geophysical Corporation (U.G.C.), yang dituangkan dalam
suatu perjanjian kerja perorangan antara penggugat-asli dan buruh-buruh tersebut
dan beberapa waktu kemudian maka tiba-tiba tergugat-ashi II dengan suratnya
tertanggal 21 September 1968 mengajukan suatu tuntutan kepada pihak penggugat-
asli mengenai kekurangan gaji, upah lembur dan uang jaminan sosial, dalam surat
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tergugat-asli 1l mana menyebut bahwa tergugat-asli II bertindak selaku kuasa dari
buruh-buruh yang masih/sedang bekerja pada penggugat-asli |

bahwa atas tuntutdn tergugat-asli II tersebut maka telah diperoleh kata se-
pakat antara penggupat-asii dan tergugat asli 1] bahwa persoalan tersebut oleh ter-
gugat-asli II diajukan kepada Departermen Tenaga Kerja Resort Banjarmasin yang
bertindak selaku perantara untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan tersebut
tetapi hasilnya nihil dan karenanya oleh perantara tersebut diteruskan kepada ter-
gugat-asli I di Banjarmasin;

bahwa persengketaan ini telah diperiksa oleh tergugat-asli ! yang dalam ke-
putusannya tanggal 20 Pebruari 1969 menyebut mewajibkan Pengusaha C.V. Pelita
Mas untuk membayar upah kepada buruh-buruhnya dan untuk membayarkan
upah lembur berdasarkan tarif upah lembur menurut peraturan yang berlaku dan
keputusan ini bersifat mengikat dan ataskeputusan tergugat-asli I ini penggugat-
asli telah menyatakan banding kepada P4 Pusat di Jakarta yang dalam diktum ke-
putusannya tertanggal @ Juni 1969 berbunyi-:"

1. Menyatakan perselisihan antara buruh dan pengusaha adalah mengenai
soal yang khusus bersifat lokal ;
2. Tidak menerima permintaan pemeriksaan ulangan pengusaha ;

bahwa akhirnya terhadap putusan P4'Pusat ini penggugat-asli mohon pe-
ninjauan kembali kepada Menteri Tenaga Kerja di Jakarta yang dalam surat balasan-
nya tertanggal 13 Oktober 1969 No.620/DD.II/69 menyatakan bahwa tidak ada
suatu alasan untuk meninjau kembali keputusan P4 Pusat;

bahwa keputusan tergugat-asli 1 tersebut, begitu pula pengajuan persoalan ini
oleh tergugat-asli 1I kepada tergugat-aslil jelas bertentangan dengan undang-undang
No. 22 tahun 1957 karena perjanjian antara penggugat-asli dengan buruh-buruh
yang bekerja pada penggugat-asli adafah suatu perjanjian kerja perorangan, bukan
perjanjian perburuhan seperti yang dimaksud dan diatur dalam undang-undang
No. 21 tahun 1954, dan tergugat-asli Il dalam -perselisihan tersebut semata-mata
hanyalah sebagal kuasa dari buruh-burih yang bekerja pada penggugat-asli dan
kuasa mana hanyalah diketahui dari surat tergugat-asli II tertanggal 21 September
1968 No. 034/DPW/SBMI/N/TX/1968 sehingga karenanya persengketaan ini adalah
antara penggugat-asli dengan buruh-buruh yang memberikan kuasa kepada tergugat-
asli II jadi bukan persengketaan antara penggugat-asli dengan Serikat Buruh ;

bahwa disamping keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-undang
No. 22 tahun 1957, keputusan tersebut bertentangan pula dengan hukum perjanji-
an yang menentukan bahwa persetujuan yang dibuat oleh pihak-pihak adalah se-
bagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat-asli menuntut
kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam provisionil :

Menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan tergugat T tanggal 20 Peb-
ruari J969 No.05/M/P4D{196% sementara pemeriksaan pokok perkara berlangsung;
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Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

2. Menyatakan syah perjanjian kerja perorangan yang diadakan antara peng-
gugat dengan buruh-burvh penggugat scjak bulan Maret 1968 sampai sekarang;

3. Dinyatakan sebagai hukum bahwa tergugat 1 tidak berwenang memeriksa
dan mengadili perselisthan perburuhan antara penggugat dengan buruh-buruh
perorangan yang mengadakan huburigan kerja dengan penggugat ;

4. Menyatakan putusan tergugat 1 tanggal 20 Pebruari 1969 No. 05/M/P4D)/
1969 bertentangan/berlawanan dengan hukum/undang-undang ;

5. Membatalkan/menyatakan batal demi hukum keputusan tergugat I tanggal
20 Pebruari 1969 No OSIMIP4D/1969
Atau setidak-tidaknya : ' ‘

i Menyatakan bahwa putusan tergugat I tanggal 20 Pebruari 1969 No.05/M/
PAD/1969 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum/undang-
undang ;

6. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat
[ 'dan tergugat 11 secara tanggung menanggung (tanggung-renteng)

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah me-
ngambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 21 September 1971 No. 76/1969
Perd. B., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ,;

Menyatakan bahwa putusan tergugat [ tertanggal 20 Pebruari 1969 No.05/
M/P4D/1969 tidak dapat dilaksanakan;

Membebankan segala biaya-biaya dalam perkara ini kepada tergugat I dan
tergugat 11 yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 3.510,— (tiga ribu lima
ratus sepuluh rupiah) ;

Menyatakan gugatan penggugat yang seleblhnya tidak dapat dlterlma (niet
ontvankelijk verklaard) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permchonan tergugat-tergugat
telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan keputusannya tanggal
3 Cktober 1972 No.4/1972/Pdt. P.T. Bjm. ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah
pihak pada tanggal 29 Januari 1973 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat/
pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tang-
gal 8 Maret 1973 dan pada tanggal 9 Maret 1973 sebagaimana ternyata dari surat
keterangan No. 8/1973 Kasasi dan No. 9/1973 Kasasi yang dibuat oleh Panitera-
Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana kemudian disusul
oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 21 Maret 1973 dan pada tanggal 13 April 1973 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat/terbanding yang pada tanggal 3 April 1973
dan pada tanggal 17 April 1973 telah diberitahu tentang memori kasasi dari ter-
gugat-tergugat/pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di-
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kepa.mteraan Pengadilan Negeri Ban]armasm pada tanggal 17 April 1573 dan pada
tanggal 2 Mei 1973 ; :

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang
No. 14 tahun 1970 ientang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi
seperti yang dimaksudken dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965
sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegas-
kan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun
1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemi-
kian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. |
tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah

-diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan

Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi
adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950,
sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari penggugat untuk
kasasi II/Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)
Kalimantan Selatan (memori kasasi) diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Banjarmasin barulah pada tanggal i3 April 1973 sedang permohonan Kasasi di-
terima pada tanggal 9 Maret 1973, dengan demikian penerimaan memori kasasi
itu telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 1 Undang-
undang Mahkamah Agung Indonesia, maka oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi 1/Pe-
merintah Republik Indonesia qq Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia
qq Panitia Penyelesaian Perselisthan Pérburuhan Daerah Kalimantan Selatan di
Banjar Baru beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang
ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu claDat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh penggugat
untuk kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya falah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi tidak memeriksa memori banding penggugat
untuk kasasi/tergugat-asal I, hanya dengan menguatkan keputusan Pengadilan
Negeri saja ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi tidak tahu atau kurang mengerti fungsi dari P4D
tersebut, yang sebenarnya adalah juga sebagai suatu peradilan, di mana mengadili
suatu perselisihan perburuhan sejalan dengan undang-undang dan peraturan-peratur-
an yang berlandaskan hukum dan pedoman pelaksanaannya ;
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3. bahwa pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri yang
mangadili perkara ini, penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I menganggap kurang
tepat dalam pertimbangannya tersebut, karena putusan P4D dinyatakan telah ber-
tentangan dengan hukum, sehingga putusan P4D tersebut dianggap tidak syah :

£

Menimbang, mengenai keberatan penggugat untuk kasasi I/Pemerintah
Republik Indonesia qq Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia qq Panitia
Penyelesaian Perselisthan Perburuhan Daerah Kalimantan Selatan di Banjar Baru
ad. 1:

. bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi

Banjarmasin telah mempertimbangkan memori banding, kecuali itu adalah we-
wenang Pengadilan Tinggi Banjarmasip untuk mengambil alih pertimbangan Pe-
ngadilan Negeri Banjarmasin serta menguatkan keputusan Pengadilan Negeri ter-
sebut, jika dianggapnya benar, seperti halnya dalam perkara ini ;

mengenai keberatan-keberatan ad.2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena :

1. Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dikuatkan oleh Pengadilan
Tinggi Banjarmasin yang telah memutuskan tuptutan penggugat-asal pada bab |
"atau setidak-tidaknya” : dengan menyatakan bahwa keputusan tergugat-asal ]
(P4D Kalimantan Selatan) tanggal 20 Pebruari 1969 No. 05/M/P4D/69 tidak dapat
dilaksanakan, serta membebankan segala biaya-biaya perkara pada tergugat-asal 1
dan Il ;

2. keputusan tersebut pada hakekatnya bertentangan dengan ketentuan pasal
10 ayat 2 dari Undang-undang No. 2 tahun 1957 yang berbunyi : "Jika perlu untuk
melaksanakan surat keputusan Panitia Daerah yang bersifat mengikat, maka oleh
pihak yang bersangkutan dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah
kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa keputusan itu akan
dijalankan, supaya keputusan itu dinyatakan dapat dijalankan”, karena :

a. Kata-kata pihak yang bersangkutan dalam ketentuan tersebut menurut
nalar adalah ditujukan kepada pihak yang telah dimenangkan dalam perselisihan
perburuhan oleh P4D. : : ' ‘

b. Sedang dalam keputusan P4D No. dan tanggal tersebut jelas pihak
penggugat-2sal adalah pihak yang diwajibkan memenuhi keputusan P4 Daerah
tersebut ; D . '

¢. Sehingga keputusan judex-facti yang berisi mengabulkan permohonan
penggugat-asal sebagai salah satu pihak yang dikalahkan dalam keputusan P4D
tersebut adalah keliru dan seharusnya menyatakan permohonan seperti itu ditolak
karena si pemohon tidak ada kewenangan untuk menuntut hal yang demikian ;

d. Lagi pula menurut ketentuan pasal tersebut Pengadilan Negeri hanya
diberi wewenang untuk menyatakan dapat dijalankan keputusan seperti itu, bukan
sebaliknya ; ' :

e. Judex-facti juga telah tidak memperhatikan bahwa keputusan P4D
tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 Nopember 1969
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telah dinyatakan dapat "di]aksanak'a‘ﬁ sehingga keputusan judex-facti sekarang ini
bertentangan dengan fiat eksekusi tersebut tanpa adanya suatu pertimbangan
khusus ; ‘ ‘

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keputusan judex-facti harus di-
batalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan per-
timbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan No. 2 penggugat-asal yang secara
umum menuntut “agar dinyatakan syah perjanjian kerja perorangan yang diadakan
antara penggugat-asal dengan buruh-buruh penggugat-asal sejak bulan Maret 1968
sampai sekarang”, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena :

a. Yang dituntut adalah suatu pernyataan Pengadilan yang bersifat dekla-
ratif ; :
b. Tetapi hal yang dituntut agar dinyatakan secara deklaratif tersebut
pada hakekatnya tidak jelas individualisasinya, tidak jelas perjanjian kerja yang
mana, tanggal berapa, nomer berapa dan antara siapa-siapanya ;

Menimbang, bahwa sedang mengenai tuntutan No. 3 di mana dituntut agar
"dinyatakan sebagai hukum bahwa tergugat asal I, PAD Kalimantan Selatan, tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan perburuhan antara penggugat
asal' dengan buruh-buruh perorangan yang mengadakan hubungan kerja dengan
penggugat-asal”, harus ditolak karena :

a. Walaupun memang benar bahwa kewenangan P4D untuk memberikan
keputusan yang bersifat mengikat terhadap suatu perselisihan perburvhan sesuai
dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 jo pasal 1 ayat ¢ Undang-undang No. 22 tahun
1957 hanyalah mengenai perselisihan antara Serikat Buruh saja dengan Majikan
(bukan perselisthan antara Majikan dengan buruh perorangan), tetapi jelas dalam
keputusan P4D No. 05/M/P4D/1969 tanggal 20 Pebruari 1969 disebutkan di situ
pihak ya.ig berselisih adalah antara Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Mus-
limin di Kalimantan Selatan di Banjarmasin lawan penggugat asal sedang materi
perselisihannya pun yang bersifat kepentingan meliputi hal yang bersifat umum
yaitu mengenai kenaikan upahfkekurangan upah lembur, jaminan-4aminan sosial
dan kesejahteraan bagi buruh. Karenanya keputusan tersebut tidaklah bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Adalah irrelevant apakah terjadinya perjanjian kerja itu semua secara
individuil atau kolektif, karena walaupun buruh perorangan itu pada waktu perjanji-
an kerja dilakukan secara individuil, tetapi kemudian ia bergabung dalam suatu
serikat buruh dan kepentingannya dalam hubungan kerja secara umum dengan
majikan dapat ditampung dan secara kolektif diperjuangkan oleh serikat-buruhnya.
Manakala perjuangan seperti itu terjadi suatu perselisihan antara serikat buruh
dengan majikan, maka perjanjian kerja perorangan yang telah ada tidaklah meng-
halang-halangi diperjuangkannya kepentingan buruh-buruh perorangan tersebut
oleh serikat buruhnya, karena justru perjanjian ketja perorangan itu menjadi dasar
bagi serikat buruh untuk diikut sertakan dalam perjuangan serikat buruhnya tadi;
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka baik tuntutan
No. 4 dan 5, karena keputusan PAD tersebut sudah sesuai dengan ketentuan un-
dang-undang, maka karena itu tidak batal demi hukum ataupun tidak dapat dibatal-
kan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbatigkan di atas, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Pemerintah Repub.
lik Indonesia qq Departémen Tenaga Kerja Republik Indonesia qq Panitia Penye-
lesaian Perburuhan Daerah Kalimantan Selatan dj Banjar Baru tersebut dapat
diterima dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkarz ini dengan amar
sebagal yang akan disebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat asal adalah pihak yang
kalah, maka harus membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat
pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang
No. 13 tzhun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Il
Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kaliman-
@n Selatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi | Pemerintah
Republik Indonesia gq Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia qq Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Kalimantan Selatan di Banjar Baru
tersebut ; ' ‘ ‘

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 Oktober
1972 No. 4/1972/Pdt. P.T. Bim. dan keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
tanggal 2 September 1971 No. 76/1969 Perd. B. ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan bahwa gugatan penggugat No. 2 mengenai wewenang mengenai
memeriksa dan mengadili perselisihan perburuhan tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan penggugat selain dun selebihnya ;

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat-asal untuk membayar sernua
biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding mau-
pun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebanyak Rp. 3.230,~ (tiga ribu dua ratus tiga puiuh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Senin tanggal 21 Januari 1980 dengan Indroharto SH Hakim Agung
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati
Wiratmo Soekito SH dan S. Hendrotomo SH sebagai Hakim-hakim Anggauta,
dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 31 Januari 1980
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oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Sti Widoyati Wiratmo Soekito SH
dan S. Hendrotomo SH, Hakim-hakim Anggauta, dan Aisjah SH, Panitera-Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. '




